
 

 

 

 

WALI KOTA JAMBI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN WALI KOTA JAMBI 

NOMOR 15 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PUBLIC SAFETY CENTER 119 PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA JAMBI, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan 

khususnya Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan 
cermat bagi masyarakat sebagai penunjang teknis 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan pada 

Dinas Kesehatan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Public Safety Center 119 pada Dinas Kesehatan Kota Jambi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor: 
000.9.5/879/SETDA.ORG-1.2/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 

Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Public Safety Center (PSC) 119 Kota Jambi perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit 
pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119 Pada Dinas 

Kesehatan Kota Jambi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota Jambi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Public Safety Center 119 pada Dinas Kesehatan Kota Jambi; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
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3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2023  
Nomor  41,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi Di 

Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6961); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Nomor 
2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1502); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1799); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Perseorangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831); 
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13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); 

14. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 47 tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi (Berita Daerah Kota 
Jambi Tahun 2021 Nomor 47); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119 PADA DINAS 

KESEHATAN. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Jambi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintah daerah bidang kesehatan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119 yang 

selanjutnya disebut UPTD PSC 119 Kota Jambi adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119 Kota Jambi 
pada Dinas Kesehatan Kota Jambi. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119 Kota Jambi 

pada Dinas Kesehatan Kota Jambi. 

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang selanjutnya disebut 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada 

UPTD PSC 119 Kota Jambi pada Dinas Kesehatan. 

10. Jabatan fungsional adalah Sekolompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
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11. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat 
mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan dan 

atau kematian bila tidak segera ditangani. 

 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

 
Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PSC 119 pada Dinas 
Kesehatan Kota Jambi dengan klasifikasi sebagai UPTD kelas A. 

 

Pasal 3 
 

UPTD PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
berkedudukan di Jambi dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kota 

Jambi. 

 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  

SERTA TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 
Pasal 4 

 
(1) UPTD PSC 119 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis 

operasional dan penunjang tugas Dinas Kesehatan dalam 

bidang penyelenggaraan kesehatan pada kondisi gawat. 

(2) UPTD PSC 119 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 
Pasal 5 

 

(1) Susunan organisasi UPTD PSC 119 terdiri atas: 

a. Kepala UPTD; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala UPTD.  

(3) Bagan Susunan Organisasi UPTD PSC 119 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 6 
 

UPTD PSC 119 mempunyai tugas: 

a. Menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari 
Command Center; 

b. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan 
menggunakan algoritme kegawatdaruratan; 

c. Memberikan layanan ambulans; 

d. Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; 
dan 

e. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di 
Rumah Sakit. 

 

Pasal 7 
 

UPTD PSC 119 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD PSC 119; 

b. Pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau 
pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien 

Gawat Darurat); 

c. Pemandu pertolongan pertama (first aid); 

d. Pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; 

e. Pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; 

f. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD PSC 119; 

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
rencana dan program kerja UPTD PSC 119; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

bidang tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

https://jdih.jambikota.go.id/


- 6 - 
 

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id 

Pasal 8 
 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan 
teknis dan administratif kepada semua unsur di UPTD PSC 119. 

 

Pasal 9 
 

 Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja          dan 

anggaran UPTD PSC 119; 

b. Pengelolaan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah 

tangga/perlengkapan dan kepegawaian UPTD PSC 119;  

c. Penyusunan data, penyusunan statistik  dan  dokumentasi di  
lingkungan  UPTD PSC 119; 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  
program  kerja  UPTD PSC 119; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PSC 
119 sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 10 
 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing. 

(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub 

kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-
masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional 
senior. 

(3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab langsung kepada kepala UPTD PSC 119. 

(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, 

jenis dan beban kerja. 

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

 
Rincian tugas kegiatan masing-masing personil dan 

pengelompokannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Dinas.  
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BAB IV 

TATA KERJA 

 
Pasal 12 

 
Kepala UPTD PSC 119, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 
kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi 
di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar 

Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 13 

 
 Kepala UPTD PSC 119 dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib 

mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
apabila terjadi penyimpangan. 

 

Pasal 14 
 

 Kepala UPTD PSC 119 dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam 
melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan  
dapat  mengadakan  rapat  berkala. 

 

Pasal 15 

 
(1) Kepala UPTD PSC 119 dan Kepada Sub Bagian Tata Usaha 

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, 

serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(2) Kepala UPTD PSC 119 dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab 
kepada atasan. 

 

Pasal 16 
 

(1) Kepala UPTD PSC 119 dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala 

dan tepat waktu kepada atasan. 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 
dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahan. 

(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD PSC 119 

kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan 
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 17 

 
Peraturan Wali Kota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Jambi. 

 
 

Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal 14 Mei 2025 
 

WALI KOTA JAMBI, 
 

 

ttd. 

 

MAULANA 
Diundangkan di Jambi 

pada tanggal 14 Mei 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 
 

 

ttd. 

 

A. RIDWAN 
 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 15 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KOTA JAMBI, 
 

 
Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H 

Jaksa Madya (IV/a) 
NIP. 198609132008121001 
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LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA JAMBI 

NOMOR 15 TAHUN 2025 
TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUBLIC SAFETY CENTER 119 

PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI. 
 

 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUBLIC SAFETY CENTER 119  
KOTA JAMBI 

 

 
 

WALI KOTA JAMBI, 
 

 

ttd.  

 

MAULANA 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KOTA JAMBI, 
 

 
Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H 

Jaksa Madya (IV/a) 
NIP. 198609132008121001 
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